PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

DAN AKTA PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwa Relribusi merupakan salah salu sumber pendapatan
daerah vyang penting guna membiayai pelaksanaan
pemetintahan daerah:

bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu dilakukan pengaturan kembali Retribusi Daerah sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;,

bahwa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil merupakan salah satu objek Retribusi yang
pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan hurof ¢, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Relribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda Penduduk dak Akta Catalan sipil.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1867 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1 931 Nﬂm or ?E. TH rTIbEIhEn TEmhafan NEQE ra rEpu hl|k

Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4349).



§. Undang.
Daapaghlﬁg?g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Nomor 125 Taarin Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 44&-”_ mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
eratny 137); sebagaimana telah beberapa kali diubah
tentang Pe %an Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tahun 2Elﬂ4ru ahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Republik | tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Lemb ndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
aran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Endang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Refribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran MNegara

Republik Indonesia Nomor 5049);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelofaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenlang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 1235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4503);

10. Peraturan

11.peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
: 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

ntan
2006 tentang * = = " rahun 2007 Nomor 80, Tambahan

ik Indonesl _
f:ri‘;glrlan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

merintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan

e :1%,;;; ) PEuruSE" pem?,ﬁgtahan Antar:a Pemerintahg:
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Ferpenntahan Daerah
K:hupatenmﬂtﬂ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
g2, Tambahan Lembaran Negara Republik

12. Per



13.P :
F';‘;f;l:t:::ﬂs ?menn-'ah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
(Lembaran NHSEHM PEmungulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tambaha ®gara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118,

N Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

14, FI;Eraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
S?Ji?i"-?ﬂra[an dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN

BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
PENCATATAN SIPIL

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl, yang dimaksud dengan:

1.
2,

=9

Daerah adalah Kabupaten Lebong. : : ;
Pemerintah Pusal, yang selanjulnya disebul Pemerintah adalah Peresiden

g memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik

Republik Indonesia yan 1
|niﬂiels'ra sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

E;ri'ﬁgn Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

: i Lebong. e o
E:j;::; tadaﬂz?aﬁug:;awﬂi ?gng diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
; n perundang-undangan. :
sesuai dengan!p:rz:-;if:p Efang baik WNI atau WNA yang bertempal tinggal tetap
gelndud'-_'::_;;jr? riegara kesatuan republik Indonesia dan telah memenuhi Peraturan
alam wi

berlaku. ] )
5:"””‘:'%135;:?: ?:g:gef;:gadalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
arga

: - naan undang-undang sebagai Warga Negara
orang bangsa lain yang disahkan deng

Indonesia. i yang diterbitkan aleh Instansi
lah dokumen resmi yang :

HGRHTOR: Kemnﬁg;fu"n:jakekuaiﬂn hukum sebagai alat bukli autentik yang

:ﬁ::;;:: d?:in;?elayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



10.

11.

12,

13.

14,

13.

16.

17.

18.

19.

20,

21,

22,

Data Kependudukan
terstruklur - sebagai i TE_! DErsi?urangan dan/atau data agregat yang
Pencatatan Sipil, AN kegiatan Pendaftaran Penduduk dan
Pendaftaran Pendugyy adalah pe _
atas pelaporan Peristiwa Kepend ncalatan biodata Penduduk, pencaiatan
Administrast I'(‘:E'F‘E"l'l*:.ll.ll:luIu::r]|nF|| Ndudukan dan pendataan Penduduk rentan
berupa karlu identitas atay EUFE:‘.‘rta Penerbitan Dokumen Kependudukan
Peristwa Kependuduykan ada? }:‘ elerangan kependudukan.
harus dilaporkan kareng me?nb keladlaff yang dialami Penduduk yang
perubahan Karty Keluarga, K lE_llwa akibal terhadap penerbitan atau
kelerangan kependudukan }ai iy Tﬂ_“dﬂ_ Ffendudul-n dar/atau surat
alamat, serta status tinggal terbgﬂ-,iam;“;g‘;’?:! pindsh_dteng. perubahan
1 tinggal tetap,
i':g;ntﬁ;sl?‘iizuzﬁendwumn.' selanjulnya disingkat NIK, adalah nomor
Yang bersifat unik atay khas, lunggal dan melekat pada
seseorang yang terdaflar sebagai Penduduk indonesia.
Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga
yang memual data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,
serta identitas anggota keluarga.
Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi
Penduduk sebagai bukli diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penling yang dialami oleh
seseorang dalam regisler Pencatalan Sipil pada Instansi Pelaksana,
Pejabat Pencalalan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan
Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Inslansi Pelaksana yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang 1id:':zk melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN). atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam benluk apa pun, firma, i-mngsh anerasu,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulaln, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisast lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Akta Calatan Sipil adalah akta ofentik yang bensi I-::al:atan Searang
mengenai kelahiran, pengakuan _dan pengesahan anak dan pnlru_t:ahan
nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Catatan Sipil dan
i dokumen.
;Efg;dngkﬁ::hﬂegzgng' izlanjum‘fa disebut Retribusi, adalah pungutan
yukiialssiatt bayaran atas jasa alau pemberian izin tertentu yang
E;EI’EI“I sdl?b:g':'kggmda:fatﬂu diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
usus dised!

. badi atau Badan.
kepentingan orang pribad! Ell.Erint;;m Daerah berupa usaha dan pelayanan

r m a
;::53 adi?:b:a?::irnar{:ﬁg. fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
ng me : 4 n.
dinikmali oleh orang Prlbad!ait;l;gzgiaakan slau diberikan oleh Pemerintah
JDasa I.I.:Ilrnunt'l Edtauril; fﬁ:enﬂ ngan dan kemanfaatan umum serta dapat
aerah untu

i I dan.
Wy Retiot mangTPTr':h;Z:”:taﬂl:iE:di atau Badan yang menurut peraturan
Wajib Retribusi adala

P aaiibkan untuk melakukan pembayaran
retnibusi dwa)!
perundang-undangan

m ibusi tertentu.
retribusi, termasuk pe ungut atau pemotong retribusi te
ibusi,



23

25.

26.

27.

28.

29,

Retribusi dalam Peraluran
Kanu Tanda Penduduk dan

upakan balas waklu

Masa Retribusi adalah suntu jangka waklu tertentu yang mer
zinan lertentu darn

bagl Wapb Retribusi unluk me
pemerintah Daerah yang hﬂrsunn;:rnnr:nmhu" iy

SRD, adalah bukll

gan menggunahan
melalui lempal

Surat Setoran Relribusi Dacrah, yang selanjutnya disingkat S
pembayaran alau penyeloran reliibusi yang tolah diakukan don
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
pembayaran yang dilunjuk oleh Kepala Daerah.

KRD, adalah surat

Sural Ketetapan Relribusi Daerah, yang selanjulnya disingkat S
si yang

ketelapan retribusi yang menentukan besarya jumlah pokok retribu
lerutang.

tnya disingkal
ah kelebihan
a retnbusi

Surat Keletapan Retribusi Daerah Lebi '

ehih Bayar, yang selanju
SKRDLB, adalah surat kelelapan relribusi yang menenlukan juml
pembayaran relribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripad
yang terutang alau seharusnya tidak terulang,

ngkal STRD, adalah surat

Surat Tagihan Relnbusi Daerah, yang selanjulnya disi
dministratif berupa bunga

untuk melakukan tagihan relnbusi danfalau sanksi a
danfatau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
kelerangan, danfatau bukti yang dilaksanakan secara abjektl dan prolesional
berdasarkan sualu standar pemeriksaan untuk menguji kepaluhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dacrah dan retribusi danfatau unluk lujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketenfuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah dan relnbusi dasrah.

di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
g dilakukan oleh Penyidik unluk mencan serta
ity membuat lerang tindak pidana di
serta menemukan

Penyidikan tindak pidana
serangkaian lindakan yan

mengumpulkan bukli yang dengan bukli
bidang perpajakan daerah dan retribusi  yang leradi

lersangkanya.

Insenlil Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjulnya disebut insentif
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagal penghargaan alas kinera

tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB Il
NAMA, OBJEK. SUBJEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2
Daerah ini dinamakan Relribusi Penggantian Biaya Celak
Akla Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Objek Relribusi adalah pelayanan:

o~paoanom

kartu tanda penduduk;

kartu keterangan bertempa

kartu identitas kerja.

kartu penduduk sementara.

kartu identitas penduduk musiman

karu keluarga; dan . ,

akta n.a:flagn sipil yang melipuli akta perkawinan, akta perceraian, akta
ak, akta pengangkalan anak, akla ganti nama bagi

pengesahan dan pengakuan an .
warga negara asing, dan akia kemalian.

t linggal.



Pasal 4

5“bjEk, Relribusi_adalah orang pribadi af oleh pelayanan
penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan il — P

Pasal 5

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB I
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan
dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa
pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akia Pencatatan Sipil.

BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan (arif Retribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan

tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan dan
administrasi lainnya.

Pasal 8

(1)  Struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis layanan yang dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan.

(2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikul:

a. karru {tanda penduduk :Rp. 10.000,-karu
b. kartu keterangan bertempat tinngal Rp. 5.000,-fkartu
¢. kartu identitas kerja -Rp. 5.000,-/kartu
d. kartu penduduk sementard :Rp. 5.000-/karlu
e. kartu identitas penduduk musiman ‘Rp. 5.000,-/kartu
f. kartu keluarga ; EP- 2;3332?:?
g. akta perkawinan : Rll 1?5‘ﬂﬂﬂl-.’gkla
h. akta perceraian : RP- 1?5Iﬂﬂﬂ'-f k;
i. akta pengesahan anak : Rll kit 'ﬂﬂf.‘l'-faht

j. akta pengakuan anak : Rll 19D'ﬂuﬂ'-;‘3kta
k. akta pengangkatan anak : RP- = ~fakta
l. p. 15.000,.-fakta
m

tian s
. 2Kta ganti nama bagi warga negara asing : Rp. 110.000,-/aktz



. | dengan

0a da

penetapan tarif Ret " Perkembangan perekonomian.
i elribusi sebaga; ,

dengan Peraturan Bupati. dgaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

Retribusi yang terutang dipungul dj Wilayah Daerah

(1)

2)

(3

(4)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4

Pasal 11

Retribusi dipungut _
dipefgamakgn_ gut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

Dokumen [ain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administralif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) seliap bulan dari Retribusi yang lerutang yang
lidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan Relribusi terutang sebagaimana dimeksud pada ayat (3)
didahului dengan Surat Teguran.

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupali.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

Retribusi terutang harus dibayar sekaligus.

dilunasi paling lambat 7 (lujuh) hari sejak

Retribusi terutang harus _ :
dﬂErhilulf;n:;a SH%D atau dokumen lain yang dipersamakan.

. ribusi setelah memenuhi persyaratan
Bupalj atas permohonan Wajib !:::} persetujuan kepada Wajib Retribusi

yang ditentukan dapat member nda pembayaran Relcbusi, dengan

unluk mengangsur atayu mjn:pers*?"] sebulan.
dikenakan bunga sebesar 2% (U
_— tempal pembayaran, angsuran, dan

Ketentuan lebih lanjut meng ngan Peraturan Bupati.

- =i diatur de
p&nUndaan pemba}ﬂaraﬂ RetnhLIEl dia



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 13

Rleirihusi lerulang berdasarkan SKRD alau dokumen lain  yang
#P?fﬁﬂmakan, STRD, dan sural keputusan keberatan yang menyebabkan
jumiah Relribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar

FE'?ﬂﬂihEﬁ_ Rﬁflribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara penagihan diatur dengan
Peraturan Bupati,

BAB VI
KEBERATAN

Pasal 14

Waijib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupali

alau pejabat yang dilunjuk atas SKRD atau dokumen [ain yang
dipersamakan.

Keheralan diajukan secara terlulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

Keberalan harus diajukan dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu ilu tidak dapal dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

Bupati dalam jangka waklu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Sural
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Sural Kepulusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib HE!HIJLIEI, bahwa keberatan yang diajukan
harus diberi kepulusan oleh Bupali,

Keputusan Bupali atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Relribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupali tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabutkan.




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

{7)

(1)

Pasal 16

Jika pengajuan keberatan dj
pembayaran Retribysi dik
sebesar 2% (dua persen) s

kahul}can sebagian atau seluruhnya, kelebihan
embalikan dengan ditambah imbalan bunga
ebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bun

as : ; o 1
pelunasan s 04 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

ampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB Vill
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

Atas kelebihan pembayaran Relribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupali dalam jangka wakiu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
telah dilampaui dan Bupali tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian Relribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (salu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai ulang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Ketentuan lebih lanjul mengenat t_ata cara pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.
BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 18

an penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa selelah
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
i melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Hak untuk melakukar
melampaui waklu 3 (tiga)
kecuali jika Wajib Retribus



(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

2)

(3)

(4

Kedaluwarsa penagihan .
tertangguh jika: Retribus; Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
% dgerbdkan Sural Teguran; alay
b. @ada pengakuan uang pareoY

maupun tidak Iangsungg.ﬁembusl dari Wajib Retribusi, baik langsung

Dalam hal diterbitkan g
huruf a, kedaluwarsg
Teguran lersebut,

urat Teguran

. sebagaij -
Penagihan dih agaimana dimaksud pada ayat (2)

ung sejak tanggal diterimanya Surat

Pengakuan utang Retribys;
ayat (2) huruf b adalah waiishepiﬁi langsung sebagaimana dimaksud pada

i . busi de ke takan
masih mempunyaij T e ngan kesadarannya menya
Pemerintah Daergh_ ulang Retribusi dan belum melunasinya kepada

Pasal 19

Piutang Ftelrihusi_ yang ftidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan,

Bupali menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara penghapusan piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 20

Terhadap wajib Retribusi tertentu dapat diberikan keringanan,
pengurangan, dan pembebasan Retribus.

Pemberian Keringanan dan Pengurangan Retribusi dapat diberikan dengan
melihat kemampuan Wajib Retribusi.

Pembebasan Relribusi dapat diberikan dengan melihat fungsi objek
Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, dan
pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 21

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguj _kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam

rangka melaksanakan peraturan .undangan perpajakan daerah
dan Retribusi, P it Sl

Wajib Retribusi yang diperiksa waijib:

a. memperhhatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
Yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Retribusi yang lerutang;

b. membenkan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; danfatau

C. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur
dengan Peraluran Bupati.

BAB Xl
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif
alas dasar pencapaian kinerja terleniu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) dilaksanakan berdasarkan ketenluan Peraluran Pemerintah
nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

EAB Xlil
PENYIDIKAN

Pasal 23

Pejabat Pegawai Negeri Sipil ter@entu d_i _Iingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Ftetrihu*_.;i Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



Wewenan iddi :
laporan bérkenaza"‘ mengumpulkan, dan meneliti keterangan Elaﬁ
agar keteranga N dengan tindak pidana di bidang F{etnl:-usn Daera
jelas; 9an atau laporan tersebul menjadi lebih lengkap dan

} h‘ n-:.lehnadll_tL n'lEﬂEal'i, daﬂ. mengumpulk’an keterangan mEﬂgEﬁEi Dfang

gehab' atau Badan lentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
c mer':r' L;I'Igan dengan tindak pidana Retribusi Daerah: .
? iNta keterangan dan bahan bukli dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan findak pidana di bidang Retribusi Daerah:
memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah; _

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukli

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti danfatau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memetiksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Relribusi
Daerah;

i, memanggil orang unluk didengar keterangannya dan dipenksa

sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan, dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu unluk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabal Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi Yyang tidak‘ melaks_anakan kewaiihar_mya sehingga
merugikan keuangan Daerah d@n:am pidana ku_rungar-. pa_hng lama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda pahng banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara.



BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

?E:g:nztz}?;akunﬂ Peraturan Daerah ini, maka Peraluran Daerah Nomor 18
s ‘entang  Dokumen Kependudukan dan Akla Catatan Sipil di

Kabupaten Lebong masih tetap beriaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal /15 - & _ 2011

BUPATI LEBONG, \{
M (i,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal o 2 .8 _ 2011
SEKRETARIS DAERAH LEBONG

Ve

H. ARBAIN AMALUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2011 NOMOR ...Z.

- ._-r'illT
-

PEMERINTAH KABUPATEN LEGDNG
BAGAN HUKUM

FENELARH PRUDUK HUR LI
P;/ L




BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

?‘E:ﬂ:";;;;f;ﬂklunya Petaturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 18
2 entang Dokumen Kependudukan dan Akta Cafatan Sipil di

Kabupalen Lebong masih tetap berlaku sepanjang tidak berientangan dengan
Peraluran Daerah inj

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempaltannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di ,’,JUhEi
padatanggal /5..90 _ 2011

BUFATI LEBONG,

. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei ¢
pada tanggal << < - 2011
SEKRETARIS DAERAH LEBONG

H. ARBAIN AMALUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2011 NOMOR .. Z.



